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ABSTRAK 
 
Kumambong, Daniel Putra. 2019 Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah 
Bermasalah Pada KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Karangjati. Tugas 
Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi D III Perbankan 
Syariah IAIN Salatiga. Pembibing: Qi Mangku Bahjahtullah, Lc, M.S.I 
Penelitian ini “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah 
Bermasalah Pada KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Karangjati” bertujuan 
untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah 
bermasalah, bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, 
bagaimana strategi meminimalisasi  pembiayaan murabahah bermasalah 
pada BMT Al Hikmah 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan 
pengambilan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan dokumen-
dokumen BMT Al Hikmah Cabang Karangjati dan studi pustaka 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah murabah pada BMT Al Hikmah Cabang 
Karangjati meliputi faktor internal dan eksternal. Penanganan pembiayaan 
murabahah bermasalah yang diterapkan antara lain : (a) Pendekatan 
Kepada Anggota, (b) Penagihan Secara Intensif, (c) Memberikan Surat 
Peringatan Sebanyak 3 kali, (d) Penarikan Jaminan. Strategi meminimalisi 
yang diterapkan antara lain : (a) Musyawarah, (b) Survei, (c) Menghindari 
Utang Konsumtif, (d) Persetujuan Keluarga.  
Kata Kunci : Murabahah Bermasalah, Strategi Penanganan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat 
dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. 
Tidak hanya di kota besar saja saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah 
sampai di pelosok desa.Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 
1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank 
syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan 
jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang 
dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan 
yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, 
ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta 
keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis 
dan halal secara Syariah. 
Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan 
modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan 
menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana lembaga keuangan 
syariah bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan 
nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan ini disebut dengan 
mudharabah (trust financing). Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu 
tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang 
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disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut 
beserta prosi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian lembaga 
keuangan syariah. 
Pada pertengahan tahun 1997, ketika terjadi krisis keuangan yang 
menumbangkan sebagian besar bank-bank konvensional, ada fenomena 
menarik yang terjadi. Kala itu ketika bank-bank konvensional mengalami 
negative spread atau kerugian akibat simpanan lebih tinggi daripada bunga 
kredit, posisi perbankan syari’ah relatif stabil. Hal ini disebabkan karena 
perbankan syari’ah menggunakan sistem Margin. (Nur S 2009:10) 
Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa 
semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank 
Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan 
untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-
undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 3 1998. Berbagai kebijakan 
tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-
bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut 
pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi 
permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya 
ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah 
yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit 
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usaha syariah (UUS). Semenjak itu bank syariah tumbuh di mana-mana seperti 
jamur di musim hujan. 
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu 
yang isinnya berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong 
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiataan ekonominnya. 
Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah lalu 
menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. Selain berfungsi sebagai  
lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dan 
sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat 
(anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). 
Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti: 
Perdagangan, Industri, dan Pertanian (Soemitra, 2009: 94). 
KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati merupakan lembaga 
keuangan syariah yang bergerak di bidang koperasi yang menjalankan 
kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Berkembangnya 
KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati terutama pada 
pembiayaan yang lancar. Kekuatan KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang 
Karangjati sebagai lembaga keuangan syariah akan semakin kuat apabila 
pembiayaannya tidak terjadi masalah.  
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Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 
dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di 
BMT AL Hikmah Ungaran dengan mengangkat judul "ANALISIS 
PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH 
PADA KSPPS BMT AL HIKMAH CABANG KARANGJATI". 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dapat diambil beberapa 
rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu: 
1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada 
KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati? 
2. Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS 
BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati? 
3. Bagaimana strategi meminimalisasi  pembiayaan murabahah bermasalah di 
KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah murabahah di  
KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati. 
b. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah murahabah di 
KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati. 
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c. Untuk mengetahui strategi dalam meminimalisasi kendala  pembiayaan 
bermasalahah  di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi beberapa 
pihak diantaranya: 
1. Bagi Penyusun / Peneliti 
a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis analisis penanganan 
pemiayaan bermasalah murabahah di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran 
Cabang Karangjati. 
b. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan DIII Perbankan Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 
2. Bagi IAIN Salatiga 
a. Memperkarya literatur penelitian tentang analisis penanganan pembiayaan 
murahabah bermasalah di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang 
Karangjati. 
b. Menambah wawasan bagi Mahasiswa khususnya FEBI IAIN Salatiga. 
3. Bagi BMT 
a. Penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menentukan 
kebijakan. 
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan upaya peningkatan mutu 
karyawan di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati.  
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E. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Diskriptif adalah metode penelitian yang kadar kajiannya semata-mata 
ingin mengungkapkan suatu gejala, keadaan sebagaimana adanya. Kualitatif yaitu 
suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 
gejala sentral  
a. Jenis Penelitian 
Untuk dapat memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian 
ini, maka penulis menggunakan data kualitatif dengan metode deskriptif  yaitu 
suatu penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, 
perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi.  
Sumber Data 
Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, 
diantaranya ialah: 
1) Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber secara 
langsung. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Hal-hal yang 
ditanyakan pada saat wawancara dengan Manajer Cabang BMT Al 
Hikmah adalah hal-hal yang menyangkut dengan penananganan 
pembiayaan murabahah bermasalah. 
2) Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku atau sumber-sumber 
lainnnya yang berkaitan dengan perusahaaan. Data sekunder ini bisa 
didapatkan dari media cetak seperti majalah dan koran. Selain itu bisa 
juga berasal dari media online yaitu melalui situs resminya BMT Al 
Hikmah  
b. Teknik Pengumpulan Data 
1) Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Manajer 
Cabang BMT Al Hikmah. 
2) Dokumentasi 
Adapun penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 
didokumentasi dengan gambar, tulisan dan lain-lain yang ada di 
perusahaan. Dokumentasi disini pengumpulan data dengan mengunakan 
data-data BMT dari laporan Dokumentasi disini mempunyai arti 
pengumpulan data dengan mengggunakan data-data BMT (Umar, 2000: 
120). 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam lima bab, 
dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan 
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uraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang dibahas, guna 
mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan suatu bab dengan yang 
lainnya. Adapun uraian pada setiap bab adalah sebagai berikut: 
BAB I berupa pendahuluan yang berisikan uraian dan penjelasan mengenai 
berbagai hal yang melatar belakangi dilakukannya kegiatan penelitian ini, 
diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian yang akan dilakukan, dan sistematika penulisan. 
Bab II berupa pembahasan teori pada bab ini dimaksud sebagai bab untuk 
mengantar pada pembahasan-pembahasan teori dan penelitian sebelumnya tentang 
strategi pengembangan sumber daya manusia. 
Bab III berupa gambaran umum objek penelitian berisi tentang sejarah 
singkat berdirinya BMT Al Hikmah, visi dan misi, lokasi, struktur organisasi BMT 
Al Hikmah.  
Bab IV berupa pembahasan mengenai analisis faktor penyebab terjadinya 
Pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah, analisis penangan dalam pembiayaan 
bermasalah murabahah di BMT Al Hikmah serta strategi meminimalisi 
pembiayaan bermasalah murabahah yang dihadapi BMT Al Hikmah. 
BAB V berupa penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil analisis 
pembiayaan bermasalah murabahah di BMT Al Hikmah dan saran.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Telaah Pustaka 
Pada dasarnya sebuah penelitian tidak murni berawal dari nol, 
melainkan telah ada acuan yang mendasari atas penelitian sejenis. 
Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini maka diperlukan hasil 
penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan penulis teliti. 
Adapun beberapa penelitian terkait dengan masalah yang penulis ambil 
antara lain: 
Tabel 2.1 
Tabel Pembanding Penelitian 
NO JUDUL URAIAN PENELITI 
1 Analisis Solutif  
Penyelesaian 
Pembiayaan 
Bermasalah di Bank 
Syariah: Kajian Pada 
Produk Murabahah di 
Bank Muamalat 
Indonesia Banda Aceh 
Penyelesaian pembiayaan 
bermasalah pada BMI dilakukan 
melalui OTS, penagihan, somasi, 
restrukturisasi, penjualan jaminan, 
melakukan write off dan adanya 
penetapan terhadap denda serta 
pembentukan tim khusus yang 
menangangi pembiayaan bermasalah 
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2 “Efektifitas 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
Murabahah Bermasalah 
Di Bprs Metro Madani 
Kota Metro Tahun 
2014” 
Penyelesaian yang dilakukan 
melalui jalur musyawarah dan 
mukafat dengan hasil berupa 
pemberian kelonggaran waktu bagi 
nasabah untuk membayar 
kewajibannya kepada pihak BPRS. 
Kegiatan ini dapat dikatakan efektif 
karena setelah diberikan 
rescheduling nasabah menggangsur 
dengan lancar sampai dengan 
sekarang 
3 “Analisis Unsur 
Kesalahan Dan 
Kelalaian Mudharib 
Dalam Akad 
Pembiayaan 
Mudharabah 
Bermasalah Sebagai 
Dasara Eksekusi 
Jaminan” 
Pada prinsipnya peraturan 
perundang-undangan di Indonesia 
yang menjadi dasar akad perjanjian 
mudharabah dalam hukum 
perbankan Indonesia seperti 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah, 
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 
7/46/PBI/2005 Tentang Akad 
Penghimpunan dan Penyaluran 
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Dana Bagi Bank yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor 
07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Pembiayaan Mudharabah, 
Kompilasi Hukum Islam, dan Akad 
Perjanjian Mudharabah, tidak 
mengatur secara jelas baik secara 
Substantif dan secara Prosedural 
tidak mengatur serta tidak 
memberikan pengertian bagaimana 
kriteria kesalahan dan kelalaian 
yang dimaksudkan dalam akad 
perjanjian mudharabah 
4 Analisis Pembiayaan 
Bermasalah Dan Upaya 
Penanganannya Pada 
Pt. Bprs Margarizki 
Bahagia Yogyakarta” 
Upaya penanganan pembiayaan 
bermasalah pada PT. BPRS 
Margarizki Bahagia dilakukan 
dengan 3 tahapan yaitu tahapan 
preventif dengan pembinaan dan 
pengawasan sebagai media 
12 
 
 
membangun silahturahmi dan 
kontrol sosial, tahapan 
penyelamatan pembiayaan dengan 
menggunakan restrukturisasi hal ini 
sebagai bentuk kepedulian BPRS 
sehingga dapat mengurangi beban 
kewajiban pembiayaan nasabah dan 
tahapan penyelesaian dengan 
penjualan agunan dengan prinsip 
win-win solution dengan 
pendekatan kekeluargaan (bottom 
up process) menempatkan kedua 
belah pihak pada posisi sejajar yang 
masing-masing memiliki 
kesempatan yang sama dalam 
menentukan kesepakatan secara 
bersama 
5 “Upaya Penanganan 
Pembiayaan 
Murabahah Bermasalah 
Upaya yang dilakukan oleh pihak 
BMT dalam menangani 
pembiayaan murabahah tidak 
memperhatikan pihak yang masuk 
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Pada Lembaga 
Keuangan” 
dalam kategori kurang lancar dan 
pihak BMT tidak melakukan 
penyitaan jaminan karena pihak 
BMT benar-benar menerapkan 
sistem syariah dan kemanusiaan  
 
 
Dari beberapa penelitian di atas, terdapat persamaan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan penulis, yaitu membahas penanganan 
pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Disisi 
lain terdapat pula beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu diatas 
dengan penelitian ini, antara lain tentunya objek yang diteliti, kemudian 
perbedaan produk yang diteliti dan perbedaan ketentuan hukum yang 
dijadikan pedoman dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah 
tersebut 
B. Kerangka Teori 
Untuk mempermudah dalam memahami tulisan Tugas Akhir ini 
maka penulis memuat beberapa penjelasan tentang pengertian dari konsep 
penelitian sehingga bisa dijadikan acuan menguji atau mengukur variabel 
yang akan diteliti, meliputi : 
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1. Pengertian BMT 
Baitul maal wa tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu “baitul 
maal” dan “baitul tamwil”. Baitul maal lebih mengarah pada usaha usaha 
pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan 
shodaqoh. Sedangkan Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan 
penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari baitul mal watamwil sebagai lembaga pendukung 
kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari’ah. (Heri 
Sudarsono 2003: 96) 
Dari pengertian di atas, maka BMT dapat didefinisikan sebagai 
lembaga keuangan syari’ah yang memadukan fungsi pengelolaan zakat, 
infaq, dan sadaqah (ZIS) dan penyadaran umat akan nilai-nilai Islam 
dengan fungsi bisnis (ekonomi). Dalam perannya sebagai baitul maal, 
BMT harus menjalankan fungsi optimalisasi pengelolaan ZIS dan upaya 
upaya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai 
Islam dalam semua aspek kehidupan. (Muhammad Ridwan 2005: 126) 
2. Pembiayaan 
a. Pengertian Pembiayaan 
Pengertian pembiayaan berdasarkan Undang-undang no7 tahun 
1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
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dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan 
sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.( Muhammad Ridwan 2005: 
130) 
Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan 
dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, 
misalnya pembiayaan untuk membeeli peralatan dan sebagaianya. 
Kemudian adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan 
penerimaan pembiayaan (debitur) dengan perjanjian yang telah 
disepakati bersama. Dalam perjanjian tersebut tercakup hak dan 
kewajiban masing-masing jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang 
diperoleh. 
Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal 
mungkin,aktifitas pembiayaan BMT juga menganut azas syari’ah yakni 
dapat berupa bagi hasil, keuntungan, maupun jasa manajemen. Upaya 
ini harus dikendalikan sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan 
tidak banyak dana yang menganggur. 
Agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka 
manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam 
pembiayaan, yakni: 
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1. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik 
kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan 
kondisi tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT 
terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa 
usaha yang dibiayai layak 
2. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar 
dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka 
pengembangan BMT akan semakin baik. 
3. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk 
memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan 
semakin tepat dalam memproyeksi usaha kemungkinan besar gagal 
dapat diminimalisasi. (Muhammad Ridwan 2005: 164) 
b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 
Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 
kelompok yaitu tujuan makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat 
mikro. 
 Adapun tujuan pembiayaan secara makro adalah sebagai 
berikut: 
1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 
akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 
melakukan akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf 
ekonominya. 
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2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dan dana 
tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktifitas 
pembiayaan. 
3. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan 
memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu 
neningkatkan daya produksi. 
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya 
sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, 
maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. 
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:  
1. Upaya memaksimalkan laba, yaitu setiap usaha yang dibuka 
memiliki tujuan tertinggi untuk menghasilakan laba usaha. 
2. Upaya meminimalkan resiko yaitu usaha yang dilakukan agar 
mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus 
meminimalkanresiko yang mungkin timbul. 
3. Pendayagunaan sumber ekonomi yaitu sumber daya ekonomi 
dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara 
sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber 
daya modal. 
4. Penyaluran kelebihan dana, yaitu pembiayaan dapat menjadi 
jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran dari pihak 
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kelebihan danakepada pihak yang kekurangan dana. 
(Muhammad 2002: 17) 
Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut diatas, maka 
secara umum, pembiayaan mempunyai fungsi untuk: 
a. Meningkatkan daya guna uang 
b. Meningkatkan daya guna barang 
c. Meningkatkan peredaran uang 
d. Menimbulkan semangat berusaha 
e. Stabilitas ekonomi 
f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapata 
nasional. (Muhammad 2002: 19) 
c. Jenis Pembiayaan 
Menurut pembiayaan di BMT dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
1. Pembiayaan Produktif 
Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti sangat luas, seperti 
pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume 
produksi dan penjualan, pertanian, perkebunan, maupun jasa. 
2. Pembiayaan Konsumtif 
Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik yang digunakan 
sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang. 
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d. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan 
Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dipergunakan dalam 
melakukan penilaian permohonan pembiayaan yang berkaitan 
dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam lembaga 
perbankan, Terdapat beberapa prinsip pembiayaan yaitu dengan 
analisis 5C. (Kasmir 2005: 105) 
Adapaun prinsip analisis 5C adalah : 
1. Character, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian 
calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan 
kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota 
BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi 
kewajibannya. 
2. Capacity, yaitu penilaian secara subyektif tentang 
kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. 
Kemampuan ini diukur dengan prestasi debitur dimasa lalu 
yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas 
usaha nasabah, cara berusaha ataupun tempat berusaha. 
3. Capital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang 
dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi 
usahanya secara keseluruhan melalui rasio finasialnya dan 
penekanan pada komposisi modalnya. 
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Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber 
pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan 
dibiayai oleh bank. 
4. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah 
baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan 
adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. 
5. Condition, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai 
kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan 
datang sesuai dengan sektor masing-masing. Hal ini 
dilakukan karena keadaan eksternal yang dibiayai 
mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar 
usaha yang dibiayai. 
e. Prosedur-Prosedur Pembiayaan 
Langkah-langkah yang haru perlu dilakukan oleh seorang 
calon anggota untuk mendapatkan pembiayaan adalah sebagai 
berikut : 
1. Mengikuti penyuluhan tentang produk dan sistem 
pembiayaan yang dilakukan BMT. Hal ini penting 
dilakukan agar calon debitur mengerti maksud dan tujuan 
BMT serta perbedaannya dengan sistem bunga. 
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2. Calon debitur mengisi formulir permohonan pembiayaan 
yang sudah disediakan. Bagi debitur yang tidak bisa 
baca/tulis, maka petugas membantu mengisi formulir. 
3.  Calon debitur mengikuti wawancara yang dilakukan oleh 
petugas bagian pembiayaan. Dengan wawancara ini, akan 
diuji kesesuaian apa yang ditulis dengan apa yang 
diucapkan. 
4. Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan analisa 
pembiayaan dari data-data yang di dapat calon debitur hasil 
wawancara. 
5. Bila kesimpulannya proyek usaha tersebut layak dan 
berprospek, maka diadakan On the spot, yaitu peninjauaan 
ke lapangan (tempat usaha calon debitur). 
6. Bila terbukti semuanya lancar, maka pembiayaan siap 
dicairkan. (Kasmir 2005: 110) 
3. Pembiayaan Bermasalah 
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitas 
(perfofmancenya)nya yaitu kaitanya dengan kemampuan 
menghasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah berkurang/menurun 
dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi tentu akan mengurangi 
pendapatan bank, dan memperbesar biaya pencandangan yaitu PPAP 
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(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala 
makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi. 
(Khasmir 2013: 107) Pembiayaan bermasalah adalah 
pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko 
kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan 
dalam memnuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil,serta 
melunasi pembiayaannya, demikian kualitas dapat digolongkan 
menjadi  : 
1. Lancar 
Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak 
ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu 
menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, 
secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan 
pengikatan agunan kuat. Dalam Perhatian Khusus Apabila 
terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 
margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu 
menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, 
dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan 
agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan 
perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 
2. Kurang Lancar  
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Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan 
atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, 
penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan 
meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap 
dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap 
persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya 
melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan 
kesulitan keuangan. 
3. Diragukan  
Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 
atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 
hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau 
tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian pituang tidak 
lengkap dan pengikatan agunan 
4. Macet  
Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 
atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi 
perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. 
(Trisadini 2013: 104) Secara umum pembiayaan bermasalah 
disebabkan oleh factor intern dan ekstern bank. Faktor intern bank 
adalah faktor yang melekat di dalam perusahaan itu sendiri, dan 
faktor utama yang mempengaruhi adalah faktor manajerial. 
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Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh 
faktor manajerial yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti 
kelemahan dalam hal kebijakan pembelian dan penjualan, kelemahan 
pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang 
tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan kekurangan 
dalam sisi permodalan. Sedangkan faktor ektern bank adalah faktor 
yang berada diluar kekuasaan dari kekuasaan manajerial perusahaan, 
seperti perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan dalam 
negeri maupun mancanegara, perubahan teknologi dan kondisi alam 
lainnya. Kegagalan dalam pemberian pembiayaan dapat berdampak 
buruk bagi suatu lembaga keuangan, diantarannya : 
a. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) 
semakin meningkat. 
b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh 
semakin turun. 
c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, 
akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi 
pembiayaan. 
d. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin turun. 
e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak 
berminat menanamkan modalnya. 
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f. Dari aspek moral, bank atau BMT bertindak kurang hati-hati 
dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat 
memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah 
menempatkan dananya. 
g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan. 
h. Meningkatkan biaya operasional jika masalah ini terpaksa 
dibawa ke jalur hukum melalui Pengadilan Agama. 
i. Jika pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga 
keuangan dapat membahayakan sistem perbankan, maka 
ijin usaha bank/BMT bisa dicabut. 
Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah/BMT 
merupakan salah satu bentuk aktiva produktif. Proses penentuan 
kualitas aktiva produktif melalui analisis serta evaluasi terhadap 
prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, serta 
kemampuan mereka mempertahankan usahanya sehingga 
manajemen dapat mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari 
nasabah lain, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kredibilitas 
lembaga keuangan tersebut dimata masyarakat luas. 
e. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 
(Trisadini 2013: 102) Pembiayaan bermasalah dapat 
disebabkan oleh salah satu atau beberapa factor yang harus dikenali 
secara dini oleh petugas pembiayaan karena adanya unsur kelemahan 
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baik dari pihak debitur, pihak bank maupun masalah eksternal 
debitur dan bank, yaitu : 
a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank/ BMT) 
Dalam hal ini analis pembiayaan kurang teliti baik dalam 
mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah 
dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. 
Aspek jaminan juga tidak diperhitungkan secara marketable. 
Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi 
sebelumnya. Kemecetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi 
akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan debitur 
sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif. 
Selain itu juga kurang adanya pengawasan atau survey lebih 
lanjut dari pihak BMT mengenai jalannya usaha setelah 
dicairkannya pembiayaan murabahah. 
b. Faktor Ekstern (berasal dari nasabah/pihak luar) 
Pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang disebabkan 
oleh nasabah diakibatkan karena: 
a. Karakter nasabah yang tidak amanah dalam memberikan 
informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya. 
b. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak 
mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga 
kredit yang diberikan macet. 
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c. Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah 
memlikikemauan untuk membayar tetapi tidak mampu 
dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah 
misalnya kebanjiran, kebakaran, dan kerusakan lainnya. 
d. Adanya kebijakan pemerintah mengenai peraturan suatu 
produk atau kebijakan di sektor ekonomi maupun 
industri yang dapat berdampak positif maupun negatif 
bagi usaha/perusahaan yang terkait. 
f. Langkah-langkah Menghindari Pembiayaan Bermasalah 
(Buchori 2009: 165-167) Langkah BMT untuk menghindari 
pembiayaan bermasalah adalah bersifat preventif  (pencegahan), 
yaitu menganalisa nasabah, diperlukan agar BMT memperoleh 
keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan 
oleh nasabahnya. Pada dasarnya BMT memperhatikan beberapa 
prinsip utama ang berkaitan dengan kondisi sevara keseluruhan 
calon nasabah. Prinsip penilaian yang diunakan BMT adalah prinsp 
6C yaitu: 
1. Character behavior (karakter akhlaknya) 
Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan 
keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih 
dalam adalah bertanya kepada tokoh masyarakat setempat 
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maupun para tetangga tentang karakter / akhlaknya dari si 
calon penerima pembiayaan atau mudhorib 
2. Capacity (kemampuan manajerial) 
Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan 
manjerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha dan 
mengembalikan pinjaman yang diambil. 
3. Capital (modal) 
Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur 
keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat 
menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk 
menambah modal sehingga skala usahanya dapat 
ditingkatkan. 
4. Collatteral (jaminan) 
Marketing atau PL harus dapat menganalisis usaha calon 
anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan 
pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan 
usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya 
pembayaran kembali kepada Koperasi Syariah maka perlu 
dikenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan yaitu : 
a. Sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila 
nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar 
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b. Sebagai pelunasan pembiayaan anggota melalui 
tindakan wanprestasi. 
5. Condition of economy (kondisi usaha) 
Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus 
baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup 
keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan 
dari hasil usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat 
pembiayaan dari Koperasi Syariah maka usaha tersebut dapat 
tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi 
kewajibannya. 
6. Constrain (keadaan yang menghambat) 
Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula 
dengan iklim/ musim suatu usaha tertentu. 
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Setelah melalui proses analisa, maka tahap yang dilakukan berikut nya 
adalah sebagaia berikut  : 
Skema Alur Proses Pembiayaan di BMT Al Hikmah 
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah 
Dalam hal ini Al-Qur’an telah memberikan pedoman dam QS Al-
Baqarah ayat 280 yang berbunyi : 
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan”. 
Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan 
nasabah, maka BMT dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, 
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termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada BMT. Bila 
penyelesaian diluar pengadilan tidak dapat dicapai, maka BMT dapat 
menempuh secara hokum yaitu melalui pengadilan negeri atau badan 
arbitrase. 
g. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah 
istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap 
upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam mengatasi 
pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain restrukturisasi pembiayaan 
adalah upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah agar 
dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui rescheduling 
(penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan 
restructuring (penataan kembali). (Wangsawidjaja 2012: 447) 
1. Rescheduling (Penjadwalan Kembali) 
Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak 
termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas 
lancer dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah 
mengalami penurunan kemampuan membayara. Tindakan yang 
dapat dilakukan adalah : 
a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan 
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b. Memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran 
Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk 
menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal 
ini dilakukan apabila pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi 
kewajiban dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun bagi 
hasil. Dalam melalukan proses rescheduling kepada nasabah harus 
disesuaikan dengan kemampuan nasabah yang sedah mengalami 
kesulitan. 
2. Reconditioning ( Persyaratan Kembali) 
Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagin atau 
seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain 
meliputi: 
a. Pengurangan jadwal pembayaran 
b. Perubahan jumlah angsuran 
c. Perubahan jangka waktu 
d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah 
atau fee maupun margin sesuai dengan akad yang digunakan. 
e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudhrabah, 
musyarakah atau fee maupun margin dari pembiayaan sesuai 
dengan akad yang digunakan. 
f. Pemberian potongan 
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3. Restructuring (Penataan Kembali) 
Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan yang antara lain meliputi : 
a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS 
b. Konversi akad pembiayaan 
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 
waktu menengah 
d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal semnetara pada 
perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau  
reconditioning. 
b. Murabahah 
a. Pengertian Murabahah 
Kata Murabahah diambil dari bahasa Arab (ar-ribhu) yang 
berart kelebihan dan tambahan (keuntungan). Akad Murabahah 
adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 
yang disepakati antara pihak nasabah dengan bank. Dalam hal ini 
penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, 
kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu di awal 
akad. Pada perjanjian murabahah, BMT membiayai pembelian 
barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang 
dari pemasok, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah dengan 
harga awal ditambah keuntungan atau (markup). Dengan kata lain, 
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penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus 
profit. (Heri Sudarsono 2004 : 62) 
Sedangkan menurut istilah, Murabahah adalah salah satu bentuk 
jual beli barang pada harga asal (perolehan) dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dengan nasabah. 
Dalam bai’ al murabahah penjual harus memberitahukan harga 
pokok barang yang dia beli dan menentukan suatu tingkat 
keuntungan sebagai tambahannya. (Antonio 2001: 101) 
Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akad 
Murabahah yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari 
harga pokok dan ditambah nilai keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak. Akad jual beli dimana pihak BMT 
sebagai penjual dan nasabah/anggota sebagai pembeli dengan 
perantara pihak ketiga (supplier), BMT terlebih dahulu memesan 
barang yang diinginkan nasabah dengan proses pengambilan atas 
barang tersebut dilakukan oleh nasabah sebagai agen BMT dan 
proses pembayarannya bisa secara tunai, tangguh, ataupun cicilan 
(angsuran) sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati. 
b. Jenis-Jenis Murabahah 
1. Murabahah Berdasarkan Pesanan 
Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelianbarang 
setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan 
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dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli 
barang yang dipesannya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti 
pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat 
membatalkan pesanannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak 
mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli 
tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau 
membatalkan barang tersebut. 
2. Murabahah Tanpa Pesanan 
Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat 
tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada 
yang pesan atau tidak sehingga persediaan barang dilakukan 
sendiri oleh penjual. 
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BAB III 
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Tempat Kegiatan Magang 
 
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran   
KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah) BMT Al 
Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang 
tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya KSPPS 
BMT Al Hikmah ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh 
masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di 
masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap 
menjadi anngota pendiri. Tujuan didirikannya KSPPS BMT Al Hikmah ini 
adalah untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat 
sebagai sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi 
umat Islam dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta 
masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran.Salah satu unit 
usahanya adalah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi 
hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat 
perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup 
umat.   
Meniti keberangkatannya, KSPPS BMT Al Hikmah mulai 
beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok B-26 pada tanggal 15 Oktober 
1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima                           
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Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan 
yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok 
khusus dan simpanan wajib .Pengelolaan KJKS BMT Al hikmah 
dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan 
pelatihan melalui Proyek Penangguhan Pekerja Trampil (P3T) di asrama 
haji Donohudan, Solo.  
a. Profil KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran   
Nama Koperasi     : KSPPS BMT  Al Hikmah Cabang Karangjati  
Nama Manager     : Muhari S,Ag   
Alamat BMT     : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak   
Kecamatan     : Ungaran   
Kabupaten      : Semarang   
Provinsi  : Jawa Tengah   
Telp/Fax    : 024-6924415   
b. Tujuan dan Sasaran   
Tujuan   
1) Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan 
masyarakat ke bawah dan situasi krisis ekonomi.   
2) Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling 
bawah dan kecil.  
3) Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih 
produktif.   
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Sasaran   
1) Tersedianya dana permodalan untuk anggota.   
2) Menghimpun dan men1yalurkan kepada anggotanya yang 
melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif 
kepada para anggota.   
3) Memberikan pelayanan  pinjaman kepada anggotanya yang 
melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang 
mudah dan murah.   
c. Badan Hukum Lembaga KSPPS BMT Al-Hikmah   
Berangkat dari semangat bahwa KSPPS BMT Al-Hikmah adalah 
milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan 
kelompok tertentu. KSPPS BMT Al-Hikmah memiliki badan 
hukum koperasi. KSPPS BMT Al-Hikmah mendapatkan akte 
pendirian No: 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 
dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi Tingkat 
Jawa Tengah.  
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran   
Visi :   
“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, 
profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.” Misi :   
a. Meminimalkan NPL (Non Personal Loan).  
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b. Memperbaiki struktur permodalan.  
c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.  
d. Meningkatkan pendapatan koperasi.  
e. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten.  
f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.  
g. Merupakan pengelolaan koperasi secara professional   
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran   
a. Pengawas   
Ketua   : Gatot Indratmoko , SE   
Anggota I    : Drs. H. Abu Hanafi   
Anggota II   : Drs. Toni Irianto   
b. Pengurus   
Ketua   : Muhari, S.Ag   
Sekretaris     :Ichsan Ma’arif, ST  
Bendahara   : Asroti, S.Pd.  
c. Pengelola   
1) Kantor Pusat & Cabang Mijen Gedanganak   
Kepala Operasional    :  MD Burhanuddin M, S. Pd   
Pengelola   :  Mudhofar   
      Heni Fajar Rukiyanti, S.Pd  
      Syaifur Rochman   
      Dani Mahardika Safik   
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Badi Aliana  
Saefudin  
Dian Irfani, A.Md.   
Staff Pusat   :  Isna Ira Setyawati, SE   
Umum   :  Nur Khasan   
2) Kantor Cabang Karangjati   
 
Kepala Operasional : Mujana 
Pengelola : Ahwat Adi Wibowo 
  Abdul Chamid 
  Fahrul Saktiana 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah Ungaran  
4. Urian Tugas (Job Discription)  
Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing 
jabatan di KSPPS BMT AL-HIKMAH :   
1) Rapat Anggota  
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, 
rapat ini dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas 
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dan tamu undangan. Rapat ini biasanya dilakukan 1 
tahun sekali. Rapat anggota ini membahas tentang:   
a. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha 
KSPPS BMT Al-Hikmah.   
b. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan 
pengawas.   
c. Penyususunan rencana kerja, RAPB KSPPS serta pengawasan 
pengesahan laporan keuangan.   
d. Pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksana tugasnya.   
e. Pembagian hasil kerja.   
f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran KSPPS.   
g. Perubahan anggaran dasar dan angsuran.  
2) DPS (Dewan Pengawas Syariah)  Tugas-tugas Dewan Pengawas  
Syariah   
a. Memastikan produk/jasa Koperasi sesuai dengan syariah.  
1) Menelaah dan mengesahkan setiap spesifikasi 
produk penghimpunan (funding) maupun 
produk penggunaan dana  
(lending).  
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2) Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan 
saran pengembangan produk dan jasa Koperasi 
yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.  
3) Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan 
Manajemen KSPPS tentang berbagai fatwa 
DSN yang relevan dengan bisnis KSPPS.   
b. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai 
dengan syariah.  
1) Menelaah dan mengesahkan tata laksana manajemen 
dan pelayanan KSPPS ditinjau dari kesesuaiannya 
dengan prinsip muamalah dan akhlaq Islam.   
2) Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, 
ibadah dan akhlaq manajemen dan staf KSPPS.  
3) Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran 
syariah dalam interaksi (antar sesama manajemen/staf 
dan antar manajemen/staf dengan anggota dan 
masyakat luas) dan transaksi bisnis serta 
melaporkannya kepada Badan Pengurus KSPPS.   
c. Terselenggaranya pendidikan anggota yang dapat 
mencerahkan dan membangun kesadaran bersama 
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sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara 
islami melalu wadah KSPPS.   
1) Membantu pengurus dengan memberikan penjelasan 
dan atau nasehat – diminta atau tidak diminta - tentang 
keadaan angggota pada khususnya dan KSPPS pada 
umumnya ditinjau dari aspek kesyariahan. Penjelasan 
itu dapat disampaikan di dalam maupun diluar Rapat 
Pengurus.   
2) Menelaah sistem pembinaan anggota 
kurikulum, materi dan penyelenggaraannya 
sehingga diyakini telah memenuhi unsur 
tarbiyah (pendidikan) yang sesuai dengan 
kaidah Islam.   
3) Membantu terlaksananya pendidikan anggota 
yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, 
akhlaq, ibadah dan muamalah anggota.  
3) Pengawas   
Mengamati jalannya operasional KSPPS BMT Al 
Hikmah, meniliti dan membuat rekomendasi produk baru 
KSPPS BMT Al Hikmah, serta membuat pernyataan secara 
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berkala, bahwa KSPPS BMT Al Hikmah yang diawasi sesuai 
dengan ketentuan syariah.   
Tugas Pengawas   
a. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan 
kegiatan KSPPS.  
b. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional 
KSPPS sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang 
telah ditetapkan Rapat Anggota.  
c. Memberi saran atau pendapat kepada pengurus dan 
pengelola untuk kemajuan KSPPS.  
d. Melakukan pemeriksaan / audit.  
e. Membuat hasil laporan pengawasan kepada rapat anggota.  
f. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota di dalam suatu 
rapat Anggota.  
g. Jumlah Pengawas minimal 3 (tiga) orang dan susunannya 
terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.  
h. Jumlah dan susunan Pengawas  dapat berubah sesuai 
dengan dengan perkembangan KSPPS, tetapi harus gasal 
dan minimal  3 (tiga) orang.  
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i. Masa bakti Pengawas sama dengan masa bakti Pengurus.  
j. Minimal salah satu dari anggota pengawas harus  
memahami prinsip muamalah syar’iyah.  
4) Dewan Pengurus   
Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan 
pengelolaan BMT.   
Tugas – tugas dewan pengurus :   
a. Memimpin organisasi dan usaha KSPPS.  
b. Menyelenggarakan RAT tepat waktu.  
c. Terlaksananya hasil keputusan yang diamanatkan oleh 
RAT.  
d. Tercukupinya rasio modal.  
e. Menyusun / merumuskan kebijakan umum, 
mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja ( RAPB ) KSPPS 
untuk mendapat persetujuan Rapat Anggota.  
f. Menyelenggarakan rapat pengurus untuk evaluasi 
bulanan perkembangan kinerja lembaga dan 
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menentukan serta membuat kebijakan strategi yang 
terkait dengan lembaga.   
g. Menerima laporan keuangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang 
dijalankan pengelola setiap bulan. 
h. Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh anggota dalam 
rapat anggota untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat 
dipilih kembali   
i. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan 
dengan lembaga   
j. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas 
nama  
KSPPS   
k. Mewaliki KSPPS dihadapan dan diluar pengadilan   
l. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah 
segala hal yang menyebabkan perselisihan.  
5) Manajer SDI/HRD Tugas dan Tanggung Jawab   
a. Bertanggungjawab mengelola dan mengembangkan 
sumber daya insani KSPPS termasuk perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan sdi dan pengembangannya.  
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b. Membuat system sumber daya yang efektif dan efisien 
misalnya dengan membuat SOP, job description, training 
dan development system.  
c. Bertanggungjawab penuh dalam proses recruitment 
karyawan mulai dari mencari calon karyawan, wawancara 
hingga seleksi.  
d. Melakukan seleksi, promosi, transferring dan demosi pada 
karyawan yang dianggap perlu.  
e. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan 
kemampuan, potensi, mental, ketrampilan dan pengetahuan 
karyawan yang sesuai dengan standar lembaga.  
f. Bertanggungjawab terhadap absensi karyawan, 
perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.  
g. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui 
masa berlaku kontrak kerja.  
h. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang 
melanggar kebijakan perusahaan.  
6) Manajer Keuangan dan Umum   
Tugas dan Tanggung Jawab   
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a. Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer yang lain 
bertugas merencanakan dan meramalkan perencanaan 
umum keuangan KSPPS.  
b. Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai 
pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan 
tersebut.  
c. Melaporkan laporan keuangan bulanan pada pertemuan 
tingkat manajemen pusat.  
d. Membuat analisis laporan keuangan.  
e. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan 
akuntansi dan keuangan.  
f. Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan 
laporan keuangan dan laporan pembiayaan.  
g. Merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas 
perusahaan.  
h. Merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran 
perusahaan.  
i. Merencanakan, mengatur dan mengontrol pengembangan 
system dan prosedur keuangan.  
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j. Merencanakan, mengatur dan mengontrol analisis 
keuangan.  
k. Merencanakan, mengatur dan mengontrol untuk 
memaksimalkan nilai perusaaan.  
7) Manager Pemasaran   
Tugas dan Tanggung Jawab:   
a. Menyusun draft rencana pemasaran berupa tarjet funding, 
lending dan konfirmasi per cabang.  
b. Rencana pengembangan produk, promosi dan distribusi 
berdasarkan pemetaan segmen dan potensi pasar.  
c. Memimpin rapat koordinasi bulanan dengan marketing 
cabang .  
d. Mengembangkan data base pelanggan jasa keuangan untuk 
menyusun profil dan pengembangan pemasaran.  
e. Mengembangkan strategi pemasaran.  
f. Melaksanakan survey.  
g. Sebagai coordinator dalam penagihan pembiayaan 
bermasalah   
8) Audit Internal  
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 Tugas –tugas Pokok :  
a. Dapat menggunakan fungsi pengawasan sebagai alat 
control mekanisme operasional.  
b. Memeriksa semua catatan, harta milik dan hutang-hutang, 
memeriksa semua tingkat manajemen (kecuali top 
manajemen) dan dapat memasuki semua bagian dan unit 
kerja serta melakukan berbagai teknik pemeriksaan.   
c. Meminta data/informasi yang berkaitan dengan hal audit 
kepada manajemen koperasi.  
d. Meminta fasilitas kebagian umum untuk kebutuhan audit 
seperti ATK dll.  
e. Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan pimpinan 
untuk keperluan publikasi.   
9) Kepala Oprasional Cabang   
Tugas – tugas pokok Kepala Operasional Cabang   
a. Menjabarkan kebijaksanaan umum KSPPS yang telah 
dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.   
b. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran 
KSPPS dan rencana jangka pendek, rencana jangka 
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panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) 
kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada 
rapat anggota.    
c. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak 
melampaui batas wewenang manajemen.   
d. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan 
mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada 
kantor cabang.     
e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan 
biaya-biaya harian dan Tercapainya target yang telah 
ditetapkan secara keseluruhan.    
f. Mengamankan harta kekayaan KSPPS agar terlindungi 
dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan 
kerusakan, serta seluruh asset KSPPS.    
g. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan 
membuat laporan secara periodik.  
h. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta 
mengawasi operasional kantor wilayah masing-masing.   
10) Teller   
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Tugas dan Tanggung Jawab:  
a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan 
maupun penyetoran tabungan atau angsuran.   
b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.   
c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang 
telah disetujui oleh manager cabang.   
d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta 
mendokumentasikannya.   
11) Customer Service   
a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam 
memberikan informasi produk kepada calon anggota.  
b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan 
rekening simpanan.  
c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan 
rekening simpanan.  
d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.  
e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.  
f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening 
simpanan anggota.  
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g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya 
kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan 
transaksi anggota.   
12) Marketing   
a. Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.   
b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan 
pembiayaan di BMT.  
c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi 
tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.   
d. Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada 
masyarakat.   
e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang 
membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha 
atau yang lainnya.   
B. Data-Data Deskriptif  
Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah 
baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan 
sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk KSPPS BMT Al-
Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk 
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penyaluran dana dan produk penyaluran dana kepada para 
anggota.   
a. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)   
Produk pengimpunan dana yang dirancang khusus atas 
dasar syariah (dengan system bagi hasil), terdiri dari beberapa 
jenis simpanan, antara lain: 
1) Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)   
Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan 
anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi’ah yad 
dhamanah. Atas ijin penitip dana yang disimpan pada rekening 
SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah. 
Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan 
oleh pemegang rekening setiap saat.   
Fitur :   
a. Diperuntukkan bagi anggota perorangan.  
b. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.  
c. Bebas biaya administrasi bulanan.  
d. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah 
yadlomanah.  
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e. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan 
secara otomatis setiap bulan.  
f. Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000.  
g. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000.  
h. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000.  
i. Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan 
sewaktuwaktu pada jam kerja.   
Syarat :   
a. Mengisi apilikasi pendaftaran anggota BMT.  
b. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA.  
c. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.  
d. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok.  
e. sebesar Rp. 25.000 dan simpanan wajib Rp. 10.000   
2) Simpanan Pelajar (SIMPEL)   
Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan 
kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan 
memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan 
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berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang 
berprestasi. 
Fitur :   
a. Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa .  
b. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.  
c. Bebas biaya administrasi bulan.  
d. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah 
yadlomanah.  
e. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan 
secara otomatis setiap bulan.   
f. Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000.  
g. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000.  
h. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000.  
i. Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan 
sewaktuwaktu pada jam kerja.  
j. Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa 
yang berprestasi  Syarat :   
a. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.  
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b. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.  
c. Menyerahkan fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.  
d. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok 
sebesar Rp.  
25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.10.000,-   
3) Simpanan Sukarela Qurban (SI SUQUR)   
Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota 
yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana 
untuk melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah. Penyetoran 
dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau 
pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah 
saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.   
Fitur :   
a. Diperuntukkan bagi anggota perorangan.  
b. Bebas biaya administrasi bulanan.  
c. Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad mudharabah.  
d. Memperoleh bonus simpanan.  
e. Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-   
f. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-   
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g. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-   
h. Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah 
Qurban atau Aqiqah  Syarat :   
a. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.  
b. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SI SUQUR.  
c. Menyerahkan Foto copy KTP / SIM yang masih berlaku.  
d. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok 
sebesar Rp.  
25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.10.000,-   
4) Simpanan Ibadah Haji/ Umroh (SI HAJI/UMROH)   
Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari 
KSPPS BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi Anda 
Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah 
Haji/Umroh.   
Fitur :   
a. Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun 
keatas.  
b. Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad mudharabah.  
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c. Bekerjasama dengan Bank Syari’ah Mandiri dalam Online 
dengan SISKOHAT Kementerian agama.   
d. Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 25 
Juta.  
e. Bebas biaya adminstrasi bulanan.  
f. Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-   
g. Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-   
h. Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan 
diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya 
Ibadah Haji/Umroh.  
i. Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu 
yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk 
melaksanakan Ibadah Haji/ Umroh. 
5) Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA)   
Simpanan Sukarela Berjangka merupakan simpanan 
berjangka dengan prinsip syari’ah yang memberikan hasil 
investasi yang optimal bagi anggota KSPPS BMT Al Hikmah.   
Fitur :   
a. Diperuntukkan bagi anggota atau lembaga.  
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b. Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad mudharabah 
muthlaqah (bagi hasil).  
c. Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12 dan 24 bulan.  
d. Tidak dikenakan biaya administrasi.  
e. Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.  
f. Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian.  
g. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll 
over).  
h. Setoran minimal Rp. 500.000,-   
i. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BMT Al 
Hikmah. 
Tabel 3. 1Porsi Bagi Hasil SISUKA   
JANGKA WAKTU  NISBAH BMT  NISBAH ANGGOTA  
6 Bulan  60%  40%  
12 Bulan  50%  50%  
24 Bulan  45%  55%  
  
6) Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)   
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Si wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur 
hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan 
jangka waktu tertentu tidak  
dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Simpanan Wajib Berhadiah 
merupakan produk baru di KSPPS BMT Al Hikmah.   
Fitur :   
a. Setiap bulan menyetor si wadiah sebesar Rp. 200.000,-   
b. Diperbolehkan mendaftar lebih dari 1 kepesertaan.  
c. Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan (akad 
mudharabah).  
d. Pengundian dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16 
dan 24.  
e. Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai 
undian yang diperoleh.  
f. Setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada periode 
akhir simpanan.  
   
b.   Produk Penyaluran Dana (Lending)   
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Produk penyaluran dana ini merupakan jenis pembiayaan 
berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis 
pembiayaan yang disediakan menggunakan prinsip-prinsip 
sebagai berikut :   
1) Prinsip Jual Beli Murabahah.  
2) Prinsip Jasa Ijaroh.  
3) Prinsip Mudharabah / Musyarakah   
Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS BMT 
Al Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk 
pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat.Berbagai produk 
pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal 
kerja usaha, pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.   
Berikut adalah beberapa jenis produk pembiayaan yang ada 
di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran :   
1) Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah   
Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang 
tertentdimanapenjual menyebutkan dengan jela sbarang 
yangdiperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada 
pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan 
dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan 
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bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau 
peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota 
KSPPS BMT Al Hikmah siap membantu mewujudkan 
keinginan anggota untuk memiliki barang impian tersebut 
dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.   
Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di 
KSPPS BMT Al Hikmah di antaranya :   
a. Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang 
(HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).  
b. Persyaratan mudah dengan proses cepat.  
c. Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang 
diinginkan.  
d. Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan.  
e. Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi 
dengan uang muka yang disetorkan.  
f. Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan 
Dealer/Leasing.  
g. Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.  
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h. Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu 
akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan 
pinaliti.  
i. Fasilitas asuransi TLO (optional)   
2) Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah   
Disebut akad ijarah karena merupakan pemindahan hak 
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan itu sendiri.fasilitas pembiayaan 
diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar 
biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, 
biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain 
yang diperlukan. KSPPS BMT Al-Hikmah siap membantu 
membayarkan kebutuhan anggota tersebut dan anggota 
membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau 
sesuai tempo kesepakatan.   
Syarat :   
a. Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah.  
b. Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.  
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c. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah 
disediakan.  
d. Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan.  
e. Melengkapi administrasi   
a). Foto copy KTP suami istri.  
b). Foto copy Kartu Keluarga (KK).  
c). Foto copy Surat Nikah   
f. Melampirkan jaminan asli dan foto copi BPKB Kendaraan, 
Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar   
3) Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah/ 
Musyarakah)   
Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi 
anggota yang menginginkan permodalan dalam 
pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya 
tersebut menjadi lebih besar dan 
menguntungkan.KSPPS BMT Al-Hikmah siap 
menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra 
sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota 
tersebut.   
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Syarat :   
a. Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al-Hikmah.  
b. Memiliki usaha produktif dan berprospektif.  
c. Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.  
d. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah 
disediakan.  
e. Melengkapi persyaratan:   
a). Foto copy KTP Suami Istri   
b). Foto copy Kartu Keluarga (KK)   
c). Foto copy Surat Nikah   
f. Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan  
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah pada BMT Al 
Hikmah Ungaran Cabang Karangjati 
Pembiayaan bermasalah adalah masalah yang hampir ada diseluruh 
Lembaga Keuangan. Mulai dari Lembaga Keuangan Syariah maupun 
Konvensional, termasuk BMT Al Hikmah yang juga menghadapi masalah 
tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan 
diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang 
merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga 
pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminya 
pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai akad perjanjian. 
Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al Hikmah baik digunakan 
untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi 
hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan 
bermasalah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Mujana 
selaku Manajer Cabang di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati (10/7/2019) 
menghasilkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. 
Tabel 4.1 Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah KSPPS 
BMT Al Hikmah Cabang Karangjati Per Februari dan Maret 2019 
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NO Kriteria 
Februari 2019 Maret 2019 
Rp % Rp % 
1 Lancar 3,203,410,000 95.99 3,370,482,050.00 96.5 
2 Kurang Lancar 13,304,750 0.40 13,004,750.00 0.37 
3 Diragukan 98,834,950 2.96 89,694,950.00 2.57 
4 Macet  21,611,750 0.65 21,111,750.00 0.60 
Jumlah 3,337,161,450 100 3,494,293,500 100 
 
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah 
Ungaran disebabkan oleh dua factor yaitu : 
1. Faktor intern: 
a.  Petugas 
Dalam hal ini factor yang dapat disebabkan oleh karakter dan 
kemampuan petugas (Account Officer) dalam menganalisa calon 
anggota kurang baik atau cermat, dikarenakan kedekatan dengan 
anggota atau juga ketidak mampuan account officer menganalisis 
secara baik karakter usaha dan karakter anggota.Sehingga, analisa 
yang disajikan tidak akurat. 
b. Sistem 
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Dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada 
kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah 
dibuat. Faktor sistem juga berkaitan dengan monitoring yang kurang 
intensif dari  account officer, sehingga pembiayaan yang kurang lancar 
tidak terdeteksi sejak dini. 
Dalam hal ini manajemen BMT Al Hikmah sangat menekankan kepada para 
petugas untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah, dengan 
melakukan training setiap bulannya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa 
pembiayaan. 
2. Faktor Ektern 
Faktor yang terjadi diluar kekuasaan manajerial perusahaan. Ada 
beberapa penyebab antara lain : 
a. Kurangnya kejujuran atau sikap tidak amanah dari pihak nasabah dalam 
pengisian berkas pengajuan pembiayaan murabahah. Seringkali nasabah 
mencantumkan besarnya gaji perbulan tidak sesuai dengan keadaan yang 
ada, sehingga hal ini menyebabkan kredit macet. 
b. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja tidak mau 
membayar kewajibannya kepada BMT sehingga kredit yang diberikan 
macet. 
c.  Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk 
membayar akan tetapi memang tidak mampu dikarenakan usaha yang 
dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran. 
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d. Adanya desakan kebutuhan yang meyebabkan nasabah menggunakan dana 
tersebut, sehingga sering terjadi tunggakan pembayaran. Kebijakan 
pemerintahan, ada kalanya pemerintah yang tidak memihak kepada 
perkembangan usaha kecil dan menengah sehingga menyulitkan 
berkembangnya usaha masyarakat tersebut, misalnya kebijakan tentang 
persaingan usaha yang selalu mengedepankan kepentingan konglomerat, 
kebijakan tentang perijinan usaha, kebijakan tentang naik turunya harga 
barang yang mempengaruhi stabilitas usaha dan sebagainya. 
e.  Bencana alam, pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh 
bencana alam yang menerjang usaha nasabah seperti kebakaran dan 
sebagainya. Sehingga usaha nasabah menjadi terganggu yang berimplikasi 
terhadap ketidakmampuan nasabah mengebamlikan dana yang telah 
diberikan oleh BMT Al Hikmah. 
Kedua faktor ini sama-sama mendominasi terjadinya pembiayaan 
bermasalah di BMT Al Hikmah. 
B. Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah yang Terjadi 
di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati 
Beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak BMT Al Hikmah dalam 
menangani pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari beberapa tahapan 
diantara nya adalah : 
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1. Pendekatan 
Melakukan pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuk 
mengetahui kondisi sebenarnya dari anggota. Membicarakan dengan 
baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan. 
2. Penagihan secara intensif. 
Merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke 
anggota. BMT menghubungi anggota dan menggunakan pendekatan 
persuasif atau secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah 
penyelesaian pembiayaannya. 
3. Memberikan surat peringatan (SP) sebanyak 3 kali 
Apabila dengan surat peringatan belum bisa menyelesaikan masalah, 
maka pihak BMT memberi kesempatan kepada nasabah agar bisa 
melunasi sisa pokoknya saja. Jika melunasi sisa pokoknya masih tidak 
mampu, maka pihak BMT bermusyawarah lagi dengan nasabah 
bagaimana jika barang jaminan dijual untuk menutupi sisa kekurangan 
pembayaran, apabila uang penjualan barang tersebut masih tersisa, 
maka akan dikembalikan lagi kepada nasabah  
4. Penarikan Jaminan 
Adapun jaminan atau agunan yang biasa dijadikan syarat dalam 
pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran adalah sebagai 
berikut : 
a. BPKB kendaraan bermotor atau mobil dengan kriteria : 
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1) Plat nomor H yang masih dalam wilayah Kabupaten Semarang 
dan sekitarnya. 
2) Untuk kendaraan bermotor minimal keluaran tahun 2000 ke atas, 
sedangkan mobil keluaran 1995 ke atas. 
b. Tanah disertai sertifikat SPPT dan jika rumah harus disertai bukti 
pembayaran PBB. Lokasi tanah masih berada di daerah 
Kabupaten Semarang dan sekitarnya serta tidak sedang dalam 
sengketa. 
C. Strategi  Meminimalisi Pembiayaan Bermasalah Murabahah di BMT 
Al Hikmah 
Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pihak BMT Al 
Hikmah dalam meminimalisi terjadinya pembiayaan bermasalah 
murabahah di BMT Al Hikmah, dari wawancara dan penjelasan yang 
diperoleh dari Bapak Mujana ( Manajer Cabang) menyebutkan diantara 
nya: 
1. Musyawarah 
Langkah ini dapat meminimalisi pembiayaan bermasalah, dimana 
pihak BMT melalukan musyawarah terhadap nasabah yang akan 
mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini pihak BMT melakukan 
musyawarah terhadap  marketing yang menangani nasabah 
pembiayaan tersebut dan mencari solusi oleh pihak atasan 
(manajer). Setelah musyawarah berjalan lancar kemudian langkah 
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selanjutnya pihak BMT melihat kemampuan peminjam terlebih 
dahulu, jika memenuhi kriteria maka dilakukan pencairan 
pembiayaan. Guna menghindari terjadinya pembiayaan 
bermasalah.  
2. Survei  
Survei merupakan salah satu langkah strategi meminimalisi 
terjadinya pembiayaan bermasalah, melihat kemampuan calon 
nasabah menjadi tujuan utama nya. Dalam hal ini pihak BMT 
melakukan survey lapangan kepada tempat usaha calon nasabah, 
adapun hal-hal yang diterapkan pada BMT yang harus di perhatikan 
adalah : 
a. Lama usaha 
Lama usaha biasanya point utama yang diperhatikan saat 
melakukan survey lapangan 
b. Omset perbulan 
Omset perbulan merupakan pendapatan yang dihasilkan dari 
penjualan beberapa periode. Sedangkan dari pihak nasabah 
harus melaporkan omset nya perbulan kepada pihak BMT 
c. Luas tempat usaha dan lokasi strategi 
d. Sarana/peralatan yang dimiliki 
3. Menghindari Utang Konsumtif 
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Menghindari dari nasabah yang meminta pembiayaan hanya untuk 
keperluan konsumtif(pribadi) atau juga hanya untuk keperluan 
yang tidak terlalu penting. Sebagai contoh, nasabah mengajukan 
pinjaman kepada BMT untuk membelikan sarana transportasi 
berupa sebuah mobil supaya mudah membawa barang yang lebih 
banyak, namun dalam hal lain dipake untuk pergi berlibur atau 
jalan-jalan. 
4. Persetujuan Keluarga 
Meminta persetujuan keluarga atau setidaknya mengetahui apakah 
pihak keluarga lainnya mengetahui dan tentunya mengizinkan, dan 
apakah benar-benar membutuhkan pembiayaan. Persetujuan 
keluarga merupakan strategi meminimalisi pembiayaan bermasalah 
agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang diangkat penulis mengenai “Analisis Penanganan 
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS BMT Al Hikmah Cabang 
Karangjati” dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah 
Ungaran Cabang Karangjati disebabkan oleh dua factor yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdapat dua faktor penyebab 
1) Petugas, dalam hal ini factor yang dapat disebabkan oleh karakter dan 
kemampuan petugas (Account Officer) dalam menganalisa calon anggota 
kurang baik atau cermat, dikarenakan kedekatan dengan anggota atau juga 
ketidak mampuan account officer menganalisis secara baik karakter usaha 
dan karakter anggota.Sehingga, analisa yang disajikan tidak akurat. 2) 
Sistem, dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang 
ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah 
dibuat. Faktor sistem juga berkaitan dengan monitoring yang kurang 
intensif dari account officer, sehingga pembiayaan yang kurang lancar 
tidak terdeteksi sejak dini. Sedangkan faktor eksternal ada beberapa 
penyebab, 1) Kurangnya kejujuran atau sikap tidak amanah dari pihak 
nasabah dalam pengisian berkas pengajuan pembiayaan murabahah. 
Seringkali nasabah mencantumkan besarnya gaji perbulan tidak sesuai 
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2. dengan keadaan yang ada, sehingga hal ini menyebabkan kredit macet. 2) 
Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja tidak mau 
membayar kewajibannya kepada BMT sehingga kredit yang diberikan 
macet. 3) Adanya desakan kebutuhan yang meyebabkan nasabah 
menggunakan dana tersebut, sehingga sering terjadi tunggakan 
pembayaran. Kebijakan pemerintahan, ada kalanya pemerintah yang tidak 
memihak kepada perkembangan usaha kecil dan menengah sehingga 
menyulitkan berkembangnya usaha masyarakat tersebut, misalnya 
kebijakan tentang persaingan usaha yang selalu mengedepankan 
kepentingan konglomerat, kebijakan tentang perijinan usaha, kebijakan 
tentang naik turunya harga barang yang mempengaruhi stabilitas usaha dan 
sebagainya 
3. Penanganan pembiayaan bermasalah murabahah pada BMT Al Hikmah 
Cabang Karangjati ada beberapa langkah, di antaranya,m elakukan 
pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi 
sebenarnya dari anggota. membicarakan dengan baik penyebab dan solusi 
permasalahan angsuran pembiayaan. Selanjutnya BMT Al Hikmah Cabang 
Karangjati melalukan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan 
BMT ke anggota. BMT menghubungi anggota dan menggunakan 
pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan dalam membicarakan 
masalah penyelesaian pembiayaannya, yang selanjut nya yaitu BMT Al 
Hikmah Cabang Karangjati memberikan surat peringatan (SP) sebanyak 3 
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kali Apabila dengan surat peringatan belum bisa menyelesaikan masalah, 
maka pihak BMT memberi kesempatan kepada nasabah agar bisa melunasi 
sisa pokoknya saja. Jika melunasi sisa pokoknya masih tidak mampu, maka 
pihak BMT bermusyawarah lagi dengan nasabah bagaimana jika barang 
jaminan dijual untuk menutupi sisa kekurangan pembayaran, apabila uang 
penjualan barang tersebut masih tersisa, maka akan dikembalikan lagi 
kepada nasabah 
4. Strategi yang dilakukan pihak BMT Al Hikmah dalam   meminimalisasi 
pembiayaan bermasalah kepada calon nasabah yaitu musyawarah, survey, 
menghindari utang konsumtif, dan persetujuan keluarga. 
B. Saran 
Dari pembahasan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, 
maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan 
masukan ataupun pertimbangan bagi BMT Al Hikmah Ungaran Cabang 
Karangjati yaitu : 
1. Untuk Pihak BMT 
a. Dalam memberikan pembiayaan murabahah hendaknya BMT harus 
memperhatikan dan melaksanakan tahapan pembiayaan murabahah 
yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi 
BMT 
b. Pihak BMT harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang 
tidak memenuhi kriteria 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, 
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dan Condition) dalam analisis kelayakan calon anggota, sehingga 
dengan menjaga obyektifitas tersebut maka memperkecil kemungkinan 
terjadinya resiko pembiayaan bermasalah 
2. Untuk Pihak Anggota 
Agar lebih memahami konsep pembiayaan yang akan diajukan, supaya 
dikemudian hari tidak terjadi pemasalah lagi. 
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